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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian 

internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Kabupaten Sikka maka disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kompetensi sumber daya manusia dalam pengujian hipotesis tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Kabupaten Sikka. Dikarena Dalam proses penyusunan 

laporan keuangan dibantu menggunakan aplikasi yang disebut SIMDA 

dimana sumber daya manusia yang bertugas membuat laporan keuangan 

tidak harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang siklus akuntansi 

karena sumber daya manusia hanya menginput data saja. 

2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengujian hipotesis 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Karena 

sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dalam sebuah aplikasi yaitu 

SIMDA yang diyakini dapat menjadi salah satu tolak ukur kualitas laporan 

keuangan daerah dikarenakan dapat menjelaskan dan mewakili penerapan 

sistem akuntansi keuangan daerah yang ada pada satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) Kabupaten sikka, dimana apabila SIMDA yang disajikan 

menghasilkan hasil yang akurat dan bagus maka hasil yang disajikan pada 

kualitas laporan keuangan juga akan demikian. Laporan keuangan 

Kabupaten Sikka mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

berarti sistem akuntansi yang diterapkan pada aplikasi SIMDA berpengaruh 

namun belum akurat dengan kata lain masih perlu diperbaiki atau 

disesuaikan dengan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku.  

3. Sistem pengendalian internal dalam pengujian hipotesis berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Kabupaten Sikka. Namun terdapat beberapa jawaban
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dari responden bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sikka 

belum menerapkan sistem informasi secara serentak sehingga responden 

memilih jawaban antara ada dan tidak. Jawaban yang diberikan dari 

responden juga mengatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Sikka belum menerapkan pemisahan tugas dengan baik sehingga 

mereka memilih jawaban netral atau tidak setuju. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa sistem pengendalian yang berlaku di Kabupaten Sikka belum baik, 

dan laporan keuangan Kabupaten Sikka memperoleh opini Wajar Dengan 

Pengecualian. Dapat disimpulkan apabila sistem pengendalian internal baik 

maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan juga baik. 

 

5.2 Keterbatasan  

1. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan berasal dari peneliti 

sebelumnya sehingga ada kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam 

pengukurannya, karena pernyataan yang terdapat dalam kuesioner belum tentu 

menggambarkan keadaan yang sama dengan objek penelitian yang sekarang. 

2. Sistem dan alur perijinan penelitian yang cukup rumit mengakibatkan peneliti 

terlalu banyak menghabiskan waktu dalam proses perijinan, yang pada 

akhirnya berdampak pada sedikitnya waktu untuk mendampingi responden 

dalam mengisi kuesioner penelitian. 

3. Hanya diijinkan tiga kuesioner yang dapat disebarkan pada setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Kabupaten Sikka. 

4. Tidak bisa menentukan siapa responden yang akan mengisi kuesioner. 

5. Penelitian ini menggunakan variabel karakteristik sumber daya manusia, 

penerapan sisitem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian 

internal untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan daerah. Variabel 

ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas laporan keuangan daerah secara umum karena masih banyak variabel 

lain yang bisa digunakan untuk mengukur variabel kualitas laporan keuangan 

daerah seperti pemanfaatan teknologi informasi, reviu laporan keuangan, dan 

etika profesi. 
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5.3 Saran 

1.  Saran Akademis 

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi peneliti yang 

hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama. Peneliti berharap agar 

topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat membantu peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian lanjutan. Peneliti juga mengharapkan 

agar peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode yang lebih bervariasi, 

misalnya dengan wawancara atau penyebaran kuesioner yang lebih luas guna 

mendapatkan hasil yang kebih maksimal. 

2. Saran Praktis 

Pemerintah daerah harus harus lebih meningkatkan lagi terkait kompetensi 

sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem 

pengendalian internal di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten 

Sikka demi menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan 

berkualitas. 
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